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TENTANG
PEITETAPAIU PETUGAS I(HUSUS LAYANA1II PTNGADUAN PADA

DIISAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang

I(EPALA DIIIAS SOSIAL

a- bahwa dalam ralgka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayalan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Petugas layanan Pengaduan;

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
men]rusun, menetapkan dan menerapkan Petugas
layanan Pengaduan serta tnenetapkan Maklumat
Pelayanao dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi
lingkungan;

bahwa Petrrgas layanan Pengaduan pada Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Utara rnerupa-kan pedornan
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaial
kualitas pelayanan sebagai kewajiban Dinas Sosial
Kabupaten Halmallera Utara kepada masyarakat
dalam rangka mewujudkan pelayarra-rr yang
berkualitas, cepat, mudah, tedangkau dan terukur;
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimalsud pada huruf a, b dan c maka perlu
rnenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang
Petugas layanan Pengaduan Jaminan Sosial pada

b.

d_



Mengingat 1^

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang Nomor 11 Tal.un 2OO8 tentang
Informasi dan Ttansaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO8);

Undalg-Undang Nornor 14 Tal.un 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanal Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lf2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 82, Tambal.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraal Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
TambaJ.an L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O12 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan

2.

3.

4.

5.

6.



lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor l1-4, Tambahan
Lernbaran Negana Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O13 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 35 Tahun 2OL1 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedornan

Standar Pelayanan;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman

Survey Kepuasa:r Masya:akat terhadap
Penyelenggaraal Pelayanan Publik;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 24 Tahun 2Ol4 terrtar;rg pedoman

Penyelenggaraal Pengelolaal Pengaduan pelayanan

Publik secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor
2036)t

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2O1g
tentang Standar Teknis pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi, kabupaten / Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ota );

16- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 8 Tal.un 2016 tentang pembentukan darl
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2O16 Nomor g,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera



Utara Nomor 5 t);
17- Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun

2016 tentang Struktur Organisasi Tugas pokok dan
Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2O 16 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas layanan pengaduan pada Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum
dalarn Larnpiran Keputusan ini.

I(EDUA : Ketentuan Lampiran petugas layanan pengaduan

Publik, Sebagairnana dirnaksud dalarn Diktrrrn'KESATU
mengacu pada;

A. Pendahuluan
1) Motto
2) Janji Layanan
3) Maklumat Pelayanan
4) Jenis-Jenis Pelayanan Jarninan Sosial

B. Petugas layanan pengaduan

1. Komponen petugas layanan pengaduan yang terkait
dengarr proses penyampaian pelayana (serui@ deliuery)

meliputi:

1) Fersyaratan

2) Sistem, mekanisme, da-n prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4l Biaya

5) Produk Pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
2. Komponen Petugas layanan Pengaduan yang terkait

dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufarturing) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan pras.rana, dan/atau fasilitas
3) Kompetensipelaksana

4l Pengawasan intemall



KETIGA

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7l Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

Petugas layanan Pengaduan sebagaimana terlarnpir dalann
Lampirarr Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalarn
penilaian kinerja pelayanan olehpimpinan penyelenggara,
aparat pengawasErrt dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan : di Tobelo

NIP. 19660504 L99303 2 012



Lampiran Surat I(eputusan I(epala Dinas Sosial

Nomor :460/ O69.a/DINSOS-HU/2O22
Tanggal : 15 Maret 2023
Tentang : Penetepan Petugas Khusus Layanan Pengaduan pada Dinas

Sosial

Ditetapkan : di Tobelo
Pada Tangeal : 15 Maret 2023

NIP. 19660504 t99303 2 0L2

No. NarD.a Petugea !TIP Jabata! I(et.

1. Heldny Trilirra, S. IP 1990111200s2006 Staf Dinas
Sosial


